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New Normal or Back to Normal?

• Sebelum Pandemi Covid-19: Industri 4.0 utk Keunggulan & Daya Saing. 
HipeRealita (Baudrillard, 1981) misalnya Harga Kopi di Starbuck 40rb

• Ketika Pandemi (PSBB): Otomasi Ind-4.0 bantu interaksi antar manusia
Perilaku sesuai kebutuhan; tidak terkait dgn Image, Luxury, Prestise.

• Banyak pekerja yg terkait “bisnis” ini terancam keberlanjutannya.

• Terapi psikis (efek kejut) untuk introspeksi betapa rapuhnya kehidupan
sosial selama ini, ketika sebuah “batu” (Covid-19) menimpanya.

• Fokus mengefisienkan pada yang dibutuhkan saja. Change or we die!
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Pergeseran Lainnya dalam New Normal

• Perusahaan mendapatkan pasokan dari pasar domestik utk kontinuitas
pasokan Peluang sektor Pertanian (Perdesaan), UKM

• Perilaku masyarakat lebih antisipatif terhadap kejadian “krisis” serupa, 
misalnya perilaku menabung dan kesadaran akan isu kesehatan

• Baru sadar/melaksanakan protocol Covid-19, PSBB direlaksasi?

• Pergeseran ke ekonomi digital (adopsi TIK): e-commerce, tele-edukasi, 
otomatisasi. kesiapan Wilayah atau Perdesaan?

• Harga Produk Pertanian? Konektivitas Supply-Demand?

• Rekomendasi Penguatan Infrastruktur Dasar TIK: Telekomunikasi, 
Internet, Konten

• Kebijakan Fiskal Inklusif & Berkelanjutan di Wilayah & Perdesaan?

BJ-IPB



BJ-IPB

Sumber: Kemendesa PDTT (2020)
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APBN Berkualitas adalah APBN yang 
mengoptimalkan pendapatan dan belanjanya
dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan
nasional yang dilakukan secara efisien dan efektif,  
tepat waktu (realisasi pendapatan & belanja), 
transparan dan akuntabel (Juanda, 2019)BJ-IPB

APBN BERKUALITAS?



=A-(B-bayar bunga)

BJ-IPB



Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2020 
mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang 
berkualitas, yaitu dalam bentuk: 

a) penurunan kemiskinan menjadi sebesar 8,5% - 9,0%;

b) tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 4,8% - 5,0%;

c) penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,375 - 0,380; dan

d) peningkatan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 72,51

Pasal 46 UU APBN 2020
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1/3 utk Dana Instansi Vertikal & TP

1/3 untuk Dana Transfer Ke Daerah & dana Desa (APBD, APBDes)

APBN 2020
856,9 (trilyun Rp)

2.540,4 (trilyun Rp)

Kebijakan utk
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dan
penanganan

dampak
Covid-19?
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Era OTDA: 
Perekonomian nasional

sangat tergantung
Perekonomian daerah



35% ke APBD 29% ke APBD

PBU,
Subsidi, 
Bansos, 
lainnya
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Klasifikasi Urusan Pemerintahan

UU RI NO 23 Tahun 2014  Tentang Pemerintahan Daerah

ABSOLUT
1. Politik Luar Negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Moneter dan fiskal
5. Yustisi
6. Agama

KONGKUREN PEMERINTAHAN UMUM

WAJIB
PILIHAN

NON Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan 18. Kearsipan

Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan UMUM dan

Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan

kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban

Umum dan
Perlindungan
Masyarakat.

6. Sosial

1. Kelautan dan
Perikanan

2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan

Sumberdaya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Tranmigrasi

PP 2/2018
SPM
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pelayanan publik untuk

memenuhi kebutuhan dasar

setiap warga negara, minimal 

sesuai SPM yg ditetapkan Pusat.



APBN

Transfer Ke
Daerah

DAK

DAU

Dana Penyesuaian

DBH

Dekon / TP

Belanja Pusat
Di Daerah

PEMERINTAH PUSAT

Dana Vertikal 

Melalui K/L

POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH
(Sesuai UU 33/2004 dan UU 23/2014)

APBD

Pendapatan
Daerah

Belanja Daerah

PAD
DAPER &
Trf lainnya

Lain-Lain
Pendapatan
yang sah Operasional

Surplus /
Defisit Daerah

Pembiayaan
Daerah

Desentralisasi

Pinjaman (termasuk
Obligasi Daerah)

• Pajak
• Retribusi
• Bag. Laba 
BUMD

• Lain-PAD

Penggunaan SILPA

PEMERINTAH DAERAH

•B. Pegawai
•B. Barang
•B. Lainnya

Dana Otsus

Pembiayaan Lainnya

Modal
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Pendapatan Kabupaten/Kota

•Pendapatan Asli Daerah
• Pajak Daerah

• Retribusi Daerah

• Hasil PKYD

• LL PAD Yang sah

•Dana Perimbangan
• Dana Bagi Hasil

• Dana Alokasi Umum

• Dana Alokasi Khusus

• Lain-lain Pendapatan Yang 
Sah
• Hibah

• Dana Otsus

• Dana Transfer Lainnya

• Dana Desa

• Bantuan Keuangan Propinsi

• Bagi Hasil Pajak Propinsi

Belanja Kabupaten/Kota

•Belanja Tidak langsung
• Belanja Pegawai

• Belanja Bunga

• Belanja Subsidi

• Belanja hibah

• Belanja Bantuan Sosial

• Belanja Bagi Hasil ke Desa 

• Belanja Bantuan Keuangan ke 
Desa

• Alokasi Dana Desa

• Dana Desa

•Belanja Langsung
• Belanja Pegawai

• Belanja Barang dan Jasa

• Belanja Modal

Pendapatan Desa

•Pendapatan asli Desa
• Hasil usaha Desa, 

• Hasil Pengelolaan Aset Desa, 

• Swadaya dan partisipasi, 

• Gotong Royong,

• lain-lain pendapatan asli 
Desa

• Transfer 
• Alokasi APBN (Dana Desa)

• Bagi Hasil PAD Kabupaten/Kota

• Alokasi Dana Desa (ADD)

• Bantuan Keuangan dari Propinsi

•Pendapatan Lain-Lain
• Hibah

• Sumbangan pihak ke tiga100%

ADD 10%

BH_PAD 10%

Hubungan Keuangan Kabupaten/Kota dan Desa

Klasifikasi Belanja Desa: 

• Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

• Pelaksanaan

Pembangunan Desa

• Pembinaan

Kemasyarakatan Desa

• Pemberdayaan

Masyarakat Desa

• Belanja Tak Terduga.
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Tepat waktu realisasi belanja
b

Tepat waktu penetapan

APBDes
a
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c
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Akuntabilitas & Transparansi

Opini BPK?
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gungjawabkan
b

Dapat diakses 

publik/Transparansi
c
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(Sasaran

Pembangunan) 
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1

Belanja

Infrastruktur
a B. Pembinaan Masy

B. Pemberdayaan Masyc
BELANJA 

Aparatur, 
b

Ketepatan Alokasi Belanja

Ekonomis/ Efisiensi

4
Efektivitas

5

Cost Efficient & Effectiveness

Sumber Pendapatan

Pendapatan Asli Desa

Transfer

- DD

-ADD

- Bagi Hasil PDRD

- Bantuan Keuangan

Pendapatan lainnya

- Hibah

- Sumbangan Pihak Ketiga

2

APBDes BERKUALITAS

3

6
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Masalah Penganggaran Dana Desa (trilyun Rp)

Sumber: www.kemenkeu.go.id/dataapbn 
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Peta Sebaran Desa Per Provinsi

Aceh 
6474

Sumut
5389

Sumbar
880

Bengkulu  
1341

Kepri
275

Jambi
1398

Riau 
1592

Babel 
309

Sumsel
2817

Lampung 
2435

Banten
1238

Jateng
7809

Jabar
5319

DIY 
392

Jatim
7723

Bali
636

NTB
995

NTT
2950

Kalbar
1908

Kalteng
1434

Kalsel
1864

Kaltim
833

Kaltara
447

Gorontalo
657

Sulut
1490

Sulteng
1839

Sulbar
576

Sulsel
2253

Sultra
1820

Malut
1063

Maluku
1191

Papua
5118

PaBar
1628

Jumlah Desa 
74.093

(Kemendagri, 2017)
17
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Pembagunan Ekonomi

Pembangunan : Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu

bangsa

Pertumbuhan ekonomi : Proses peningkatan produksi barang & jasa dalam

kegiatan ekonomi masyarakat output ( Real GDP / GNP)

Pertumbuhan merupakan syarat perlu bagi pembangunan

Pembangunan ekonomi  arti lebih luas & mencakup perubahan pd tata

susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Selain itu harus ada perubahan

pd komposisi produksi, perubahan pd pola alokasi SD produksi diantara sektor2

ekonomi, perubahan pd pola distribusi kekayaan & pendapatan, perubahan pd

pola kerangka kelembagaan dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan Proses transformasi perubahan struktural

BJ-IPB



Perkembangan ekonomi  Evolusi ekonomi yang terjadi pada

negara Eropa Barat & Amerika Serika Serikat  Sudah

mempunyai struktur ekonomi  Pertumbuhan sektor

industri  (Mazhab Klasik)  Dinamika Perkembangan

Ekonomi

Pembangunan Ekonomi  Permasalahan ekonomi Negara

Berkembang (NSB), Wilayah & Desa

PEMBANGUNAN EKONOMI : suatu proses multidimensional yg

mencakup tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan

ketidakmerataan distribusi pendapatan, pemberantasan kemiskinan dan

perubahan struktur ekonomi, sikap hidup & kelembagaan

BJ-IPB

Pembagunan Ekonomi



Ilmu Ekonomi Pembangunan

ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN :

Mengkombinasikan berbagai konsep & teori dari analisis IE 

tradisional dgn model2 baru dan pendekatan yg lebih

multidisipliner, tajam, kajian sejarah & pengalaman

pembangunan kontemporer ( Asia, Afrika, Amerika Latin)

TUJUAN IEP  Lebih memahami perekonomian NSB (Wilayah & 

Desa) guna memudahkan upaya perbaikan standar hidup bagi ¾ 

penghuni dunia. 
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KERANGKA ANALISIS

Ilmu Ekonomi & Sistem Ekonomi :

dianalisis dalam konteks sistem sosial (hub saling terkait

antara faktor ekonomi dan non ekonomi) secara

keseluruhan dlm satu negara & lingkungan global.

Faktor ekonomi : SDM, SDA, Teknologi, Sistem pasar, sistem

perekonomian

Faktor Non Ekonomi : Sistem hukum, politik, budaya, agama,

pemerintah, pendidikan, kesehatan, struktur administrasi, birokrasi

(Values, attitudes & institutions)
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TIGA NILAI INTI PEMBANGUNAN : 

Kecukupan (sustenance) Kemampuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, 

papan, kesehatan dan keamanan).

Jatidiri (self-esteem ) Menjadi manusia

seutuhnya dorongan dari diri sendiri untuk

maju / pantas mengejar sesuatu. 

Kebebasan dari sikap menghamba (memilih)
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Tiga Tujuan Inti Pembangunan :

1. Peningkatan ketersediaan dan perbaikan distribusi

berbagai macam barang kebutuhan hidup.

2. Perbaikan standar hidup (pendapatan, penyediaan

lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan,

kesehatan)

3. Perluasan pilihan2 ekonomi dan sosial bagi setiap

individu & negara/wilayah
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